
GI'BERNIIR LITDIPI'NG
KEPUTUS$ GT'BERITI'R LAMPUNG

NoMoR : G/21sl8.o3 IIJIr | 2v23

TENTANG

Ef,'AIUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH XABI'PATEI{ WAY XANAIT
TENTANG REITCANA TATA RUAITG WILAYAH TAHUIT 2023.20,43

GUBERNUR LAMPUIYG,

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2O23-2043, telah
dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (4)Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 dan Pasal 69 ayat (1) huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I l^ampung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undalg Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Keda;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Menimbang



7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T[gas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

I 1 . Peraturan Daerah Pror"insi Lampung Nomor 1 Tahun 2O l0
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi l,ampung 2009
sampai dengan Tahun 2029;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2O19
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol0
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi I-ampung 2009
sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

: 1.

2.

Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.OI/1237-
2OOlXlll2O22 Tanggal 29 Desember 2022 hal Persetujuan
Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 50O.12.5/4389/Bangda
Tanggal 7 Maret 2023 hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUS$I GT'BER.IIT'R TENTAITG T1TALUASI RANCAI{GAI{
PERATT'RAIT DAERAII I(ABT'PATEN WAY KAilAN TEI{TAITG
RTNCAITA TATA RUANG WILI\YAH TAIIUT 20/23-20,43.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way

Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043,
sebagaimana tercantum pada la.mpiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan

segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah

disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan

Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada
Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini al<an diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2Y 7r1sr-Q-1 2oZZ

GI,'BER"![T'R LAMPUITG,

ARINAL DJUI{AIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria darr Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blamt angan Umpu-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GTIBERNUR LAMPUNG
NOM OR z G l2l S IB.O3 /HW2023
TENTANG
EVALTIASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABTIPATEN WAY KANAN TENTANG
RENCANA TATA RTIANG WILAYAH TAHT]N 2023.2M3

No.
Materi

Raperda

Rumusan
Rancangan Peraturan Daerah Rumusan Penyempu rnaan Keterangan

I ) 3 5

I Judul

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN

NOMOR XXX TAHLTN EEAS

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

ffi
TaJ{{+rtffiH0+3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN

NOMOR XXX TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023 -2043

DI]NGAN RAHMAT ]'UHAN YANG MAHA T]SA

BUPATI WAY KANAN,

a. Judul diubah,
berdasarkan asas nonretroaktif, maka
saat mulai berlaku Raperda yaitu pada
tanggal diundangkan, untuk itu
periodesasi raperda diubah menjadi
Tahun 2023-2043.

b. Penulisan raperda tidak perlu lagi
disebutkan nama kabupaten karena
yurisdiksinya sudah jelas ada di
wilayah Kabupaten Way Kanan,
sesuai ketenluan UU No. 12 Tahun
201 1 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No.
13 Tahnn2022.
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3

Konsideran
Menimbang

Konsideran
Mengingat

Kosideran menimbang diubah
dengan :

a. melakukan penyesuaikan ayat
yang menjadi acuan.

b. Penyesuaian ketentuan UU
No.26 Th 207 sebagaimana
elah diubah dengan Perpu No.
2Th.2022.

c. Menghapus pencantuman
nama kabupaten karena
yurisdiksinya sudah jelas
berada di kabupaten Way
Kanan sesuai ketentuan UU
No. 12 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 13 Tahun
2022.

Konsideran mengingat
a. Angka 2 dan angka 4 diubah

disesuaikan dengan perubahan
terakhimya

b. Angka 5 dihapus karena
merupakan pedoman dalam
penyusunan per-UUan

c. Tambahkan 4 (empat)
perundan g-umdan gan baru yaitu :

l. PP No. 43 Tahun 2021.
2. Permen ATR /Kepala BPN

No. 1 I Tahun 2021 .

3. Permen ATR iKepala BPN
No. 14 Tahwr 2021 .

4. Permen ATR iKepala BPN
No. 15 Tahun 2021 .

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 apt
(5)tan alat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang sebag#{ela}

n^^-^L .^-.^-,. D^-^^-^ 'I-^+^ D..^-- \I/:l^-,^L

Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun | 945;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725

W
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

ubhk Indonesia Nomor 3825

,-*,-E--5

')

J

Re

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan ayat
(7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenlang

sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Penssanti Undans-Undang
Nomor 2 'lahun 2022 tentans CiDta Keria. perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2023-20431

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Penesanti Undane-Undans Nomor 2

Tahun 2022 tentans CiDta Keria (Lembaran Nesara
Reoublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.
Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia
Nomor 684 I ):

Penataan Ruang

5
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

ieae
K€rje (tsmberen lt€gffa ft

W
5.

W
6. Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) s€bagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruarg Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Panerintah Nomor 2l Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 31, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

a.

inei

'? Telun lgl9 ('ertberon Beerah lrevinsi 'ampung -drun
"019 ilomer l3r T Df€.iroi
tdiireur8+t€lr€r+a4ohrfi4ef9,t

d. Angka 8 diubah rnenjadi 2 perda
karena perubahan perda RTRW
mengikuti mekanisme yang diatur
dalam per-UUan.

e. Pencanturnan dasar hukum
disesuaikan dengan hirarki per-
I-IUan

3

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebasaimana
telah diubah beberaoa kali teralhir denqanPeraturan
Pemerintah Pengganti Undans-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentanq Cipta Keda (Lembaran Neqara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran
Neeara Republik lndonesia Nomor 6841 1:

5. Dihapus
6. Peraturan Pemgrintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lanbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran

Pernerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 6042);

7, Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruane. Kawasan
Huta[ lzin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53. Tambahan
Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 6655):
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9. Peraturan Menteri Agaria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor ll Tahun 2021
tentanq Tata Cara Penvusunan. Peniniauan Kembali.
Revisi. dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilavah Provinsi. Kabupaten. Kota dan
Rencana Detail Tata Ruans (Berita Neqara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329):

10. Peraturan Menteri Aeraria dan Tata Ruans./Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Taltun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penvajian
Peta Rencana Tala Ruans Wilavah Provinsi, Kabupaten
dan Kota- serta Peta Rencana Detail Tata Ruans,
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 326):

I l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang,/Kepala Badan
Penanalan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penvelenggaraan Penataan Ruans (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ?021 Nomor 327) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang:/Keoala Badan Penanahan Nasional Nomor 9 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruan{,/KeDala Badan Nasional Nomor l5
Tahun 2021 lentanq Koordinasi Penl/elenggaraan Penataan

Ruanq (Berita Nesara Republik Indonesia Tahun 2022
N s30):

12. Peraturan Daerah Provinsi Lamoung Nomor I Tahun
2010 tentans, Rencana Tata Ruans Wilayah Provinsi
Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran
Daerah Prnvinsi Lamnrrnp Tahrrn 7O l0 Nomor I

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi LamDung Nomor
346):

13. Peraturan Daerah Provinsi Lamoung Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor I
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruane Wilavah
Provinsi Lampune 2009 sarnpai denean Tahun 2029
(Lernbaran Daerah Provinsi Lamouns Tahun 2019
Nomor 12. Tambahan L,embaran Daerah Provinsi
Lamouns Nomor 12 Tahun 20 I 9 '):
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Diktum
Menetapkan

Batang Tubuh

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KrqSUpr{tFEN-{f&arY
riA)+AlrI*HUrN4e2e-404e

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.
2
45
46.

yang--ffiultra@
@.
Kawasan Imbuhan Air adalah Kawasar/Wilayah
yang mampu menambah arr tanah secara alaniah
pada cekungan air tanah.
Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang

;

s.xibtr d€].eb..ete,r

73

80

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l. .......
2. ....... dst
45.
46. Pelabuhan Suneai dan Danau PenzumDan adalah

Pelabuhan yans dicunakan untuk melayani
angkutan sungai atau danau yang terletak di
sunsai atau danau vang bersifat pengurnpan

73. Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah
Kawasan/Wilayah yang mampu men,unbah air
tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

80. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang
dialokasikan dan memenuhi kriteria unluk budi
dava tanaman pangan. hortikultua. perkebunan.
dan Deternakqlf.

a. Penulisan raperda tidak perlu
lagi disebutkan nama
kabupaten karena yurisdiksinya
sudah jelas ada di wilayah
Kabupaten Way Kanan, sesuai
ketentuan UU No. 12 Tahun
2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
UUNo. 13 Tahun2022.

b. berdasarkan asas nonretroakli f,
maka saat mulai berlaku
Raperda yaitu pada tanggal
diundangkan, untuk itu
periodesasi raperda diubah
menjadi Tahun 2023-2043.

Pasal I Angka 46, Angka 73 dan
Angka 80 diubah sesuai ketentuan
Lampiran IV Permen
ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun
2021.
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6 BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1)@:

ilfileteh*ebq€tni
@
@
@

d..r
fi f.etentuen lcn -enddien Fomenteten ftu.nE

rffiht€h**ue€a€n.
(2) . .. .. . .. . .. . . .. ..

(3) .. .

(4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada q,et.(+) meliputi:

dst;

a.

b.

c.

o

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(l) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan

Daerah ini meliputi:
a. ketentuan umum:
b. ruans linskuo. tuiuan. kebiiakan. dan strateg,i

Penataan Ruang Wilavah Kabuoaten:
c. rencana Shuktur Ruang Wilayah Kabupaten:

rencana Pola Ruans Wilayah Kabupateni
Kawasan Strates.is KabuDaten:
Arahan Pemanfaatan Ruanq Wilayah Kabupaten:

kabupaten:
t.@;
i. Bs4yidi&c4ij. ketentuan pidana:

k. ketentuan peralihan:
t. ketentuan lain-lain:
m. ketentuan penutuD:
n. Psqig!.sEc4:-dan
o. larnpiran.

(2).. .

(3) .........
(4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada aval (2) meliputi:

d
e

f.

s Arahan oengendalian pernanfaatan ruang wilayah

a.
b.
c.
o.

dst;

(5) Linqkup Wilavah Kabuoaten sebagldrnana dimaksud
oada ayat (2ldigambarkan dalarn oeta denean ketelitian
qeometri dan detail informasi skala l:50.000
sebagarmana tercantum dalam Lampiran I yane
merupakan bas.ian yane tidak terpisahkan dari Peraruran
Daerah ini.

Pasal 2 :

a. ayat (l) diubah sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat (l) Permendagri No.
47 Tahur: 2012.

b. ayat (4) pengutipan ayat diubah
dengan menyesuaikan kode dan
data wilayah administrasi sesuai
ketentuan Kepmendagri No. 050-
145 Tahan 2022 .

c. tambahkan ayat (5) baru dengan
substansi perintah untuk
mencantumkan Larnpiran I

tentang peta administrasi wilayah
kabupaten.

6
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Pasal 3
feneta*n Rueng X'ilry jtrefl
.(-^.. -.:..1t.^- L^-,1.,^:t --^r.J.l;f,-,=-.E!grc

L^-l-,.^l:+^^ l^- -^-.-l-^L^-1.^l^-:,,+^- .J^t^*

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

KABUPATEN

(l)

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian skala I :50.000 sebagaimana tercanlum

dalam Lampiran {I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

(l) . . .

(2) dst;

(5)..

Pasal 8

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertuiuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat ( | ) huruf a

tu "mewuirrdkan rr ranq knnrfi r c nrnd l l.r iI

berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka oemerataan
pembansunan Wilavah Kabupaten denean mendorong

sektor nian dan industri an

berbasis pertanian".

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

KABT]PATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

( I ) Rencana Struklur Ruang Wilayah Kabupaten
aksud Pasal I

hurufb rneliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Strullur Ruang Wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometn dan detail
informasi skala l:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II A sampai densan Lampiran II
L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(l) . .

(2) dst
(5) .....

Pasal 8

Pasal 3 diubah

Pasal 6 disempurnakan
mencantumkan rician
lampiran.

dengan
jumlah

Pasal 8 ayat (6) disempurnakan
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l2

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian skala l:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

( I ) .........;

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian skala l:50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini;
Pasal I 1

(l) .....;
(2) ......;
(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
a. Sp Empat-Bukit Kemuning; dan
b. Bts Prov Sumsel-Sp Empat.

(4) Dst.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan

ketelitian seometri dan detail informasi skala

l:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal '10

(l)
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) digambarkan dalarn peta

dengan ketelitian geometri dan detail informasr

skala l:50.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratuan Daerah ini

Pasal I I

Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
a. Bts. Prov. Sumsel - Sp. Empat; dan
b. Sp. Empat - Bukit Kemuning.
Dst

(l)
(2)
(3)

(4)

Pasal....
(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyebrangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 huruf c
berupa Pelabuhan Sungai dan Danau.

(2) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai
dan Danau Pengumpan berada di Kecamatan
Bahuga.

Pasal l0 ayat (2) disempumakan.

Pasal I I ayat (3) penyesuaian

dengan tabel indikasi program

berkenaan dengan nama ruas jalan

arteri primer di Kabupaten Way

Kanan sesuai ketentuan Kepmen
PUPR No. 430 IKPTSIM/2022.

a. Tambahkan pasal baru sesuat

ketentuan Kepmenhub No. KP

432 Tahun 2017 berkenaan

dengan penetapan Pelabuhan

Sungai di Kecamatan Bahuga-

b. dengan adanya penambahan

pasal, maka pasal selanjutnya

menyesuaikan



9

I 2 J 4 5

13. Pasal 13

Bandar udara umum dan bandar udara khusus dalam
Pasal l0 huruf c berupa Bandar Udara Pengumpan

Gatot Subroto berada di Kecamatan Way Tuba.

(l)
(2)
(3)
(4)

(s)
(6)
(7)
(8)

Paragraf 3

Sistem Jaringar Energi
Pasal 14

....'.:

...''.:

.......;
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a. infrastnrktur tenaga listrik dan sarana

pendukungl dan
b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukung.
. .,. ... ....'
...........;
...........;
Jaringan transmisi tenaga lisrik antar sistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a nclipr*+

tcccmets*ceit
b{IIF[+ndedi+

lffijitt
3#*
@
@
@
*ffi***t
@
S-feeeme**Ufa|rT*e

Pasal l3

Bandar udara umum dan bandar udara khusus

sebaeaimana dimaksud dalam Pasal l0 huruf d berupa
Bandar Udara Pengumpan Gatot Subroto berada di
Kecamatan Way Tuba.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14
(l) ... ...;
(2) ......;
(3) .......;
(4) Jaringan infrastrul(ur kaenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a infrastruktur oembanekitan tenaga listrik dan srana

pendukung; dan
b. jarincan infrastnrktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana Penduk"ng.

(8) Jarinsan transmlsi tenaqa ligtrik antar sistern
sebagaimana dimaksud pada avat (7) huruf a berupa
Saluran Udara Teeanean Tinqei (SUTT).

(e) . .........;
(10).........;
(ll) Saluran Udara Tecansan Menengah (SUTM)

sebasaimana dimaksud pada avat ( l0) berada di:
Kecamatan Bahuqa:
Kecarnatan Baniit:
Kecamatan Baradatu:
Kecamatan Blambansan Umou:
Kecamatan Buay Bahus,a:
Kecarnatan Bumi Aqune:
Kecamatan Gunune Labuhan :

Kecamatan Kasui:

(s) ..........;
(6) ... ... ... ... ;
(7) ...........;

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h

Pasal l3 disempurnakan

Pasal 14

a. ayat (4) disernpurnakan

b. ayat (8) dihapus

c. ayat (11) diubah

d. tambahkan 2 (dua) baru yaitu ayat
( l2) dan ayat ( 13).

14.
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15.

l6

(l)
(2)
(3)
(4)
(5)

Paragraf 4
Sistem Jaringal Telekomunikasi

Pasal 15

.'.....;

.. . ... .;

.''..'.;

... .. . .;
Sistern jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala l:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Vlll yang merupakan bagian tidak
terpisahlan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

(l) ....
(2) . ...
(3) Dst.

(12)

i. Keoamatan Neqeri Aeunq:
j. Kecamatan Pakuan Ratu:
k. Kecamaran Rebans Tanqkas:
l. Kecamatan Umou Sernaneuk: dan
m. Kecamatan Way Tuba.
Gardu listrik sebaqaimana dimaksud Dada rvat (7\
huruf c meliouti:
a. gardu listrik Blambangan Urnpu di Kecamatan

Urnpu Semenguk: dan
b. gardu lisrik Pakuan di Kecarnatan Nes,ara

(13)
Batin.

Sistern iarinean enerqi sebagaimana dimaksud oada
ayat (l) diqambarkan dalarn oeta den,ran ketelitian
[eometri dan detail informasi skala l:50.000
sebaeaimana tercantum dalam Lamptan VII yane
merupakan baqian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal I 5
(l).......;
(2) .......:
(3).......;
(a).......;
(5) Sistem jaringan tolekomunikasi sebagaimana dimaksud

pada syat (1) digambarkan dalam peta dengar ketelitian
geometri dan detail informasi skala l:50.000
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perahran
Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Pasal l5 ayat (5) disempumakan

Pasal l6 ayat (9) disempurnakan

(l)., ..;
(2) ..... .;
(3) Dst..
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17.

18

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala l:50.000
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran lX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal I 7

(l) . ;

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala l:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(l).,....;
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian
skala l:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X* yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
seometri dan detail informasi skala l:50.000
sebagaimana tercanhrm dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17
(l)......;
(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala l:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(l)... .;
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian eeometri dan detail
informasi skala l:50.000 sebagaimana tercantun
dalam Lampiran XI A sampai dengan Lampiran XI
L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal l7 ayat (2) disempurnakan

Pasal 23 ayat (2) disempumakan
sesuai dengan jumlah lampiran
yang di cantumkan
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Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 38

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pesal40 huruf h meliputi:
a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas

kurang lebih ge-enom+ut{dd hektare berada di
Kecamatan Way Tuba.

b. Lokasi objek Pertahanan dan Keamanan meliputi:
I

@
2

@
3.

@
4

{fu€ofr€*ea}l€gsri-f6r.*gi
5

*i€€€itr0*efl+o{Hrer*r*ui
6.

I.*esu*
7

fseameie+gday*ehgei
8.

Bedit,
9

f#erir*rilIley.Tcbei
l0

Xeeemetett*dmi+.gmgi
11

12

t3

t4

l5

r,/ ^-^^:t Dl^-L^-,-^- I r--,. L^-^I^ l:
llgIgII--I Drl-t,IJ

@
N€gefi-4gun6

B,uoy*ehrce
rt^l^J. El-L..^- L-: l^ Ii v **^+^^

Bd#ug6t
@

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38
Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 hurufh meliputi:
a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas

kurang lebih 382 (tisa ratus delaoan puluh dua)
heklare berada di Kecamatan Way Tuba.

b. Lokasi objek Pertahanan dan Keamanan meliputi.
l. Komando Distrik Militer 0427/Wav Kanan.

berada di Kecamatan Blambansan Umpu:
2. Kepolisian Resor Way Kanan, berada di

Kecamatan Umnu Semensuk:
3. Komando Ravon Militer 427-01lPakuan Ratu.

berada di Kecamatan Pakuan Ratu:
4. Komando Ravon Militer 427-02lKasui. berada

di Kecamatan Kasui.
5. Komando Ravon Militer 427-03lBlambanean

Umpu. berada di K tan Blambangan
Umpu:

6. Komando Rayon Militer 427-041 Bahug;a.
berada di Kecamatan Buay Bahuga:

7. Komando Ravon Militer 427-05/Baniit. berada
di Kecamatan Baniit:

8. Komando Ravon Militer 427-
06/Baradatu/Tiuhbalak Pasar. berada di
Kecamatan Baradatu:

9. Komando Ravon Militer 427-07,Neeeri Asunc.
berada di Kecamatan Neseri Asuns:

10. Komando Ravon Militer 427-08iWav Tuba.
berada di Kecamatan Wav Tubal

'l l. Kepolisian Sektor B Bahusa, berada di
Kecamatan Buay Bahusa:

12. Kepolisian Sellor Bahuga. berada di
Kecamatan Bahusa:

13. Keoolisian Sekt r Banii t. berada di Kecamatano
Baniit:

Pasal 38 :

a. Pengacuan pasal diubah
b. huruf a dealiniasi Kawasan

Pertahanan dan Keamanan
berupa Bandar Udara Gatot
Soebroto berdasarkan
(Sertifikat Hak Pakai No. 895.
No.1275 dan No. 2582 Tahun
2014) dengan luas + 382 ha,
(kurang lebih tiga ratus delapan
puluh dua hektar)

c. huruf b lokasi objek
pertahanan dan keamanan
diubah dan disempumakan,

19.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

B€red€*R
li

K€e#n{r$€nt€f,gcti

B+.f,i+ffi

ewaeng+,€bdhef,i
W
)+eger+Betit

N€geri8€€e*

Xeg€+r-ra€un6

Pelemi*etr

R€b€r€+eng*€#
felsgli Wey THba; bB
+dbe.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(l) ......;
(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

14. Kepolisian Sektor Baradatu, berada di Kecamatan
Baradatul

15. Kepolisian Sektor Blambansan UmDu. berada di
Kecamatan Umpu Semenguk:

16. Kepqlisian Seltor Bumi Aguns. berada di
Kecamatan Bumi Azuns:

17. Kepolisian Sektor Gununs Labuhan. berada di
Kecamatan Gunung Labuhan:

18. Kepolisian Sektor Kasui. berada di Kecamatan
Kasui:

19. Kepolisian Sektor Negara Batin. berada di
Kecamatan Negara Batinl

20 Keno lisian Sektor Ne ri Besar. berada di
Kecamatan Neseri Besar:

21. Kepolisian Sektor Neseri Asune. berada di
Kecamatan Neseri Asung:

22 Keno tisian Sektor P uan Ratu. berada di
amatan P Ratu

23. Kepolisian Sektor Rebang Tanqkas. berada di
Kecamatan Rebang Tanqkas: dan

24. k rW !an
Wav Tuba.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(t) ......;
(2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan detail informasi
skala I:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39 ayat (2) disempurnakan20
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22

(2)
(3)

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Pertumuhan

Ekonomi
Pasal 40

(l) Kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam PemlJ9*unrf,-e=meliputi :

a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Way Tuba;

b. Kawasan Agropolitan Baradatu; dan
c. Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu.

Arah pengembangan Kawasan strategis dari
sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
a. arah pengembangan Kawasan Kota Terpadu

Mandiri (KTM) Way Tuba adalah
pengembangan perdagangan, jasa,
permukiman dan industri; dan

b. arah pengembangan Kawasan Agropolitan
Baradatu dan Kawasan Agropolitan Pakuan
Ratu adalah pengembangan perdagangan,
jasa, industri dan pertanian berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 4l
(l) Kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan sosial budaya sebagaimana
dimaksud dalam Peeal--39*r*rf* berupa
Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung
Batin.

(2).......;
(3) Dst..

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Pertumuhan

Ekonomi
Pasal 40

(l) Kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 avat ( I ) huruf a meliputi:
a. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way

Tuba;
b. Kawasan Agropolitan Baradatu; dan
c. Kawasan Agropolitan Pakuan Ratu.

(2)
(3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. arah pengembangan Kawasan Kota Terpadu

Mandiri (KTM) Way Tuba adalah
pengembangan perdagangan, jasa, permukiman
dan industri berada di Kecamatan Blambangan
Umpu dan Kecamatan Way Tuba i dan

b. arah pengembangan Kawasan Agropolitan
Baradatu dan Kawasan Agropolitan Pakuan
Ratu adalah pengembangan perdagangan, jasa,
industri dan pertanian berkelanjutan berada di
Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Pakuan
Ratu.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 4l
(l) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (l) hurul b berupa Kawasan Kampung
Wisata Lestari Gedung Batin
...'.'.,.;
Dst...

(2)
(3)

Pasal 40
a. ayat (l) pengacuan pasal

di ubah
b. ayat (3) disempurnakan

dengan menambahkan lokasi
Kawasan Strategis

Pasal 4l ayat (l ) pengacuan pasal
diubah
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23

24

25

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Lingkungan

Hidup
Pasal 42

(l) Penetapan Kawasan strategis sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Parel{9*rlrrl*-e
berupa Kawasan Taman Wisata Alam Curup
Gangsa;

(2)......;
(3) ... ... ..

BAB VII
ARA}TAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

KABUPATEN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
meliputi:
a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan

Ruang;
b. indikasi program utama jangka menengah 5

(lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi pro$am Pemanfaatan

Ruang-

Bagian ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)

Tahunan
Paragraf I

Umum

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Lingkungan

Hidup
Pasal 42

(l) Penetapan Kawasan strategis sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 avat (l)
huruf c berupa Kawasan Taman Wisata Alam
Curup Gangsa.

(2)
(3)

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

KABUPATEN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
sebauarmana dirnaksud Pasal 2 avat (l) huruf e
meliputi:
a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan

Ruang;
b. penyusunan indikasi program utama jangka

menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan

Ruang.

Bagian ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)

Tahunan
Paragraf I

Umum

Pasal 42 ayat ( I ) pengacuan pasal
diubah

Pasal 43 huruf b diubah dan
disempumakan sesuai ketentuan
Permen ATR/Kepala BPN No. 1l
Tahun 2021.

Pasal 45 diubah dengan
menambahkan pengaturan
periodisasi indikasi program utama
jangka morengah lima tahunan
dalam RTRW disesuaikan dengan
periode RPJM sesuai ketenruan PP
No.2lTahun2021
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26

Pasal 4 5

(t)

S*cte**

(li@

@;a+mae*
Se*%i6#dblrpet*

(z)

*
Peret*e*Eec+ahi*i.

Pasal 45

(l) Penyusunan indikasi proerarn utama jangka menengah
5 (lima) tahunan sebaqairnana dimaksud dalam Pasal
43hurufb meliputi:
a. irdikasi prograrn utama jangka menensal 5 (lima)

tahunan tahap kesatu: dan
b. indikasi proerarn utama janeka meneneah 5 (lima)

tahun zn tahan kedua denean talrao kelirna.
(2) Penvusunan indikasi prosam utama jangka menengah

5 (lima) tahunan sgbaqaimana dimaksud pada atyat (l)
terdrri atas 5 (lima) tahapan seba,ral dasa.r baqi instansi
pelaksana dalam rnenetapkan prioritas Dernbanaunar
oada wilavah kabupaten meliputi:
a. tahap kesatu. yartu tahun 2023 - 2024:

fahan kerlrra vaihr fahrrn )O25 *)O19
c. tahap ketiga- yaitu tahun 2030 - 2034:
d. tahap keemoat. vaitu tahun 2035 - 2039: dan
e. tahap kelima. vaitu tahun 2040 - 2043.

(3) Penvusunan Indikasi Prosrarn Utama Janqka Menengah
5 (lima) tahunan sebasaimana dimaksud pada avat (l).
sebagaimana tercantun dalam Lampiran Xlll rane
merupakan baeian tidak temisahkan dari Peratumn
Daerah ini.

Pangraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)

Tahunan Tahap Kesatu
Pasal 46

( 1) Indikasi progmm utama jangka menengah 5 (lima)
tahunan tahap kesatu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat ( I ) huruf a meliputi:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

b

Pasal 46
a. ayat (l) pengacuan pasal

diubah
b. ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

disempumakan.
c. Pencantuman sumber

pendanaan lebih difokuskan
kepada APBD, sumber
pendanaan lainnya mengikuti
ketentuan yang berlaku pada
instansi pemberi dana.

I 3

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)

tahun p€rtama
Pasal 46

(l) Indikasi program utama jangka menengah 5
(lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf a meliputi :

a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.
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(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa usulan program-program
pengembangan Wilayah Kabupaten.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
meliputi tempat dimana usulan program utama akan
dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ) huruf c dapat berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah

Kabupaten;
d. Swasta;
e. Masyarakat; dan
f. sumber pendanaan lainnya.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf d meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. Swasta: dan
e. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima)
tahunan tahao kesatu yang dirinci tiap tahun.

(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima)
tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Perwuj udan sistem jaringan kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
meliputi:

Pasal 5 I

(l)
(2)
(3)

a. Pasal 5l ayat (3) huruf b dan
ayat (4) disempurnakan.

b. Tambahkan ayat (5) baru.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ) huruf a berupa usulan program-program
pengembangan Wilayah Kabupaten.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
b meliputi tempat dimana usulan program utama
akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) hurufc dapat berasal dari:
a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah

Provinsi;
c.anggamll pendapatan dan belanja daerah

Kabupaten;
d. Masyarakat; dan
e.sumber pendanaan lainnya.

(5) Instansi pelaksana sebagairnana dimaksud pada
ayat (l ) huruf d meliputi:
a.Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah hovrnsi;
c.Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima)
tahun pertama yang dirinci tiap tahun.

(7) Indikasi progam utama jangka menengah 5 (lima)
tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5l
(1) ....;
(2) ......;
(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

27.
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28.

a

""E:-,lI:Iffi
'I*rehen,'t,empun

*s*epea+Pa ,

c.

d.

e.

f
s.

(a)

B€iader{JdCIre+€e#f,?et

Pasal 52
(l)
(2)
(3)
(4)
(5) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga

listrik dan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hurufb meliputi:
a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik

antar sistem;
b.

d€n
c. pengembangan gardu listrik.

a. ... ..;
b.pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api

Antarkota yans difungsikan iuca sebaeai
Jaringan Jalur Kereta Api Logistik Lahat
Muara Enim - Prabum ih - Tarahan/Lampun,r
dan Prabumulih - Ke(aoati/Palembanq;

c.

d.
e.

f.

(4 ) Perwuiudan sistem iarinqan sungai. danau dan
oenvebrangan sebaeaimana dimaksud oada avat ( I )
huruf c beruoa oense gan Pelabuhan Suneai
dan Danau PengumDan.

(5) Perwuiudan sistem iaringan bandar udara umum
dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud
Dada avat (l) huruf d beruoa oensembansan
Bandar Udara Pensumpan.

Pasal 52
(l)
(2)
(3)
(4)
(5) Pengembangan iaringan infrastruktur penyaluran

tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hurufb meliputi:
a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT);
b.Dengembangan Saluran

Meneneah (SUTM): dan
c. pengembangan gardu listrik.

Udara Tesansan

c

Pasal 52 ayat (5) huruf b
disempumakan
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29

39

Pasal 55
(1) ....;
(2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf a meliputi:
@
u.@.

(3) ... .;
(4) Dst..

Pasal 57
(l)
(2)
(3)
(4)
(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) hurufd meliputi:
+

- --,, -l ,l^*

Iftrvaffi
(6) Perwujudan Kawasan Lindung geologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e
meliputi:
e@i

@
c.

tler'reser+l*r*eunga€rJeg;

Pasal 55
(l) ....;
(2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) hurufa meliputi:
a

b
oengembangan Unit Air Baku: dan
pensembangan Sumur Pompa.

(3
4

)
)( Dst

Pasal 57
(l) .

(2)
(3)
(4)
(5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruld meliputi:
a. pemanfaatan tumbuhan dan Satwa Liar dalam

ranska menuniang budidaya dalam bentuk
oenvediaan Plasma Nutfah:

b.pemberian insentif terhadap kesiatan budi dava
pada Suaka Margasatwa yane menunjang fungsi
lindung Kawasanl dan

c. sosialisasi dan workshop Denselolaan Kawasan
Suaka Margasatwa.

(6) Perwujudan Kawasan Lindung geologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e
meliputi:
a. oensendalian dan pen wasan keuiatan budi

dava agar tldak menggaLeiru tungsi lindung
Kawasan dan mengurangi risiko bencanal dan

b. sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan
Kawasan Imb Air Tanah.

Pasal 55 ayat (2) diubah

Pasal 57 ayat (5) dan ayat (6)
diubah

2
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32

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6l

(l) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk
mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai
RTRW Kabupaten.

(2) Ketetuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) meliputi:
a. ketenluan umum zonasi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentifdan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 63
(l)
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

l. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau
boberapa Kecamatan yang mendukung
kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
dan

2. purgernbangan Ruang Tobuka Hijau.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan permukiman dengan intensitas
Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat
dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6l

(l) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 avat (l) huruf f dilaksanakan untuk
mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai
RTRW Kabupaten.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
a. ketentuan umum zonasi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentifdan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 63
I
7 Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Kegiatan Lokal]

(PKL) sebagarmana dimaksud pada ayat ( l) huruf Imehputi:
a. diperbolehkan meliputi:

L kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau
beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan
perekonomian. sosial. dan budaya; dan

2. pengembangar Ruang Terbuka Hijau.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan permukiman dengan intensitas
Pernanfaatan Ruang menengah dengan syarat
dilengkapi fasilitas keselamatan tingkungan;

Pasal 6l ayat (l) diubah dan
disempurnakan

Pasal 63
a. ayar (2) huruf b point 3

tambahkan point 3 baru
b. ayat (4) huruf b point 3

tambahkan point 3 baru
c. ayat (5) huruf b tambahkan

point 3 baru
pengguniun katq kalimat, istilah,
sinonim, akronim agar
dicanturnkan secara konsisten pada
pasal-pasal berikutnya dengan
mengutif pengertian pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(3)
(4)

2. kegiatan permukiman, perdagmgan dan jas4
sarana pelayanan umum, kegiatan industri,
pariwisat4 pertahanan dan keamanan yang
mernenuhi persyaratan teknis dan lingkungan
dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau
secara proporsional di setiap kaveling;

3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan
menyediakan prasarana minimum berupa areal
parkir dan areal bongkar muat yang proporsional
dorgan jenis kegiatan yang dilayani; dan

4. pengembangan prasarana. sarana dan utilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

c. tidak diporbolehkan meliputi:
l. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat

menurunkan kualitas lingkungan permukiman;
dan

2. kegiatan industri yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan
Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:
l. kegiatan perkotaan berskala Kecarnatan atau

beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan
perekonomian, sosial, dan budaya; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. kegiatan permukiman dengan intensitas

Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat
dilengkapi fasilitas keselamatan tingkungan;

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa
sarana pelayanan umum, kegiatan industri,
pariwisat4 pertahanan dan keamanan yang
memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan
dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau
secara proporsional di setiap kaveling;

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jas4
sarana pelayanan umum, kegiatan industri,
pariwisat4 pertaharlan dan keamanan yang
memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan
dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara
proporsional di setiap kaveling;

3. keeiatan industri kecil. industri meneneah vang
tidak berpotensi menimbulkan pencemamn
linskunean hiduo yans, berdamoak luas dan
industri lainnva sesuai dens,an ketentuan
pgraturc&peqlda4&uudalscs;

4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan
rnenyediakan prasarana minimum berupa areal
parkir dan areal bongkar muat yang proporsional
denganjenis kegiatan yang dilayanil dan

5. pengonbangan prasaran4 sarana dan utilitas
dilaksanakan sesuai dangan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan rneliputi:
l. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat

menurunkan kualitas lingkungan permukiman;
dan

2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas
lingkungan.

3
4 K€tenhran umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:
a. diperbolehkan meliputr:

L kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau
beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan
perekonomiarq sosial, dan budaya; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan permukiman dengan intensitas
Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat
dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

2. kegiatan permukiman, perdagangur d- jr..,
sarana pelayanan umum, kegiatan industri,
pariwisat4 pertahanan dan keananan yang
momenuhi persyaratan teknis dan lingkungan
dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara
proporsional di setiap kaveling;
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3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan
mmyediakan prasarana minimum berupa areal
parkir dan areal bongkar muat yang proporsional
denganjenis kegiatan yang dilayani; dan

4. pengernbangan prasaran4 sarana, dan utilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. kegiatan yang tidak sesuai dar/atau dapal

menurunkan kualitas lingkungan permukiman;
dan

2. kegiatan industri yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b meliputi:
a. diperbolehkanmeliputi:

l. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang
mendukung kegiatan perekonomian, sosial,
dan budaya; dan

2. penganbangan Ruang Terbuka Hrjau.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

L kegiatan pemukiman dengan intensitas
Pemanfaatan Ruang rendah hingga
menengah dengan syarat dilengkapi
fasilitas keselarnatan lingkungan;

2. kegiatan permukiman sarana pelayanan
umum, kegiatan industri, pariwisata
dengan menyediakan Ruang Terbuka
Hijau secara proporsional di setiap
kaveling;

3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan
menyediakan prasarana minimum berupa
areal parkir dan areal bongkar muat yang
proporsional dengan jenis kegiatan yang
dilayani; dan

3. keeiatan industri kecil. industri menengah yane
tidak bemotensi menimbulkan pencemaran
lingkunean hidup vang berdamoak luas dan
industri lainnva sesuai densan ketentuan
peraturan perundan g-undanean:

4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan
menyediakan prasarana minimum berupa areal
parkir dan areal bongkar muat yang proporsional
dargan jenis kegiatan yang dilayani; dan

5. pengembangan prasaran4 saran4 dan utilitas
dilaksanalian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan meliputi.
l- kegiatan yang tidak sesuar dar/atau dapat

menurunlan kualitas lingkungan permukimo;
dan

2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas
lingkungan

Ketenfuan umum zonasi Kawasan Pusat Pelayanan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b meliputi:
a. diperbolehkanmeliputi:

l. kegiaran ekonomi berskala antar desa yang
mendukung kegiatan perekonomian, sosial,
dan budaya; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. dipobolehkan dengan syarat meliputi:

I . kegiatan permukiman dengan intensitas
Pemanfaatan Ruang rendah hingga
menengah dengan qyaru dilengkapi fasilitas
keseldnatan lingkungan:

2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan
umum, kegiatan indusu-i, pariwisata dengan
menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara
proporsional di saiap kaveling;

3. keeiatan industri kecil. indus$i menengah
vang tidak berpotensi menimbulkan
pencemaran linekunean hiduo vans
berdamoak luas dan industri lainnva sesuai
dengan ketentuan Deraturan perundarlg-
undanqan:

(s)
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33.

c

4. pengembangan pr.uiarana, sarana dan
utilitas dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

tidak diperbolehkan meliputi:
l. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat

menuunkan kualitas lingkungan
permukiman; dan

2. kegiatan industri yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan.

Pasal 6 5

Dst
Ketentuan urnum zonasi Kawasan disekitar Jaringan
Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api
antar kota meliputi;
a. diperbolehkan meliputi:

l. ...........;
,,

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
@*

€€eeftjang*i.'Jedngia*.#rl+-{(ecre$
@+#
@ii€p
@
@

..@
@
e.l€h.iente.rs*el€l..b

(l)
(2)
(3)

( l3)

4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan
menyediakan prasarana minimum berupa
arcal parkir dan areal bongkar muat yang
proporsional dengan jenis kegiatan yang
dilayad; dan

5. pengernbangan prasarana, saran4 dan utilitas
dilalsanalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

tidak diperbolehkan meliputi :

l. kegiatan yang tidak sesuai dar/atau dapat
menurunkan kualitas lingkungan
permukiman; dan

2. kegiatan industri yang dapat menurunkan
kualitas lingkungan

c.

Pasal 65
.'.;
...;
Dst
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jadngan
Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api
Antarkota meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

l. ........;
)

b. diperbolehkan dangan syarat meliputi:
I . kesiatan vans memanfaatkan ruanl Eilik

ialur kereta api di luar ruanq rnanfaat ialur
kereta aoi daoat dieunakan unruk keoentingan
diluar kereta aoi. antara lain kepentinqan pipa
gas. pipa minvak dan kebel telepon atas izin
dari pernilik ialur dengan ketentuan tidak
rnembahavakan kon

(l)
(2)
(3)

( l3)

ialan rel dan

fasilitas operasi kereta aoi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundanq-undanqan: dan

Pasal 65 ayat (13) huruf b dan
huruf c diubah dan disempurnakan
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34

35

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l, k€ietm Cm pqldrim bengunefl yeflg Cepet

@
@i
@;
f'eeinilqd*

2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa
izin dari instansi berwenang.

( l4)...dst

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 70 hurufa meliputi:

Pasal 69
(l ) Ketentuan umum zonasi Kawasan dieeki*er sistenf

jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksu{
dalam Pasal 64 hurufe meliputi:
a

b
c dst

a
b diperbolehkan dengan syarat meliputi:

L kegiatan budi daya pada lahan sawah
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. kegiatan pariwisata alam, kegiatan
pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah
bentang alam;

2 kesiatan vans mernanfaatkan rxanq
pengawasan ial ur kereta aoi daoat
dimanfaatkan untuk kesiatan lain denean
ketentuan tidak membahayahan operasi kereta
api sesuai denqan ketentuan perafuran
perundang-undanqan.

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. keqiatan dan pendirian baneunan oada ruanq

manfaat ialur kereta api yans. daoat
mengqanggu operasional, penuniang. dan
oenqembangan Ja.ringan Jalur Kereta Aoi
Antarkota dan Jaring,an Jalur Kereta Api
Loeistik: dan

2. pernbangunan perlintasan sebidang tanpa izin
dari instansi berwenang.

(14)..dst

Pasal 69
(l) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem

jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 hurufe meliputi:
a. ... .;
b. ... .;
c. dst

Pasal 7l
Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 7l hurufa meliputi:

diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. kegiatan budi daya pada lahan sawah

dilaksanakan sesuai densan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan,
dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;

a

b

Pasal 69 ayat (l) kata disekitar
diubah menjadi di sekitar dan
penggunaanya harus konsisten
pada pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 7l huruf b angka I dan
angka 5 diubah dan
disempumakan

)
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3. kegiatan perikanan dengan tidak
menurunkan kualitas air dan mengganggu
ekosistem perairan;

4. pemanfaatan air pada Badan Air
dilaksanakan berdasarkan rencana
perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan

5. kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi, pertrmbangan mineral logam,
mineral ner{ega* dan pertambangan batuan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yan g berlaku.

c

Pasal 73
Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf
c meliputi:
a

b diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. kegiatan budi daya pada lahan sawah

dilaksanakan sesuai p€ielrxsft-petrrlrdeng.
uidfirg€rfier€ffi;

2
3

4
5

6
7

8 kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi, pertambangan mineral logam,
mineral nen*gem dan p€rtambangan batuan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c

Pasal 73
Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l huruf
c meliputi:
a. .........;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan budi daya pada lahan sawah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundanq-undan gan;

2
3

4
5

6
7

I kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi pertambangan mineral logam, mineral
bukan logam dan pertambangan batuan, waiib
melaksanakan reklamasi dan pascatambanq
sesui dengan ketentuan peratumn Derundang-

c
undanqan

Pasal 73 huruf b angka I dan
angka 8.

3. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan
kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;

4. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan
berdasarkan rencana perlindungan dan
pengelolaan mutu air; dan

5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi
pertambangan mineral logam, mineral bukan
loeam dan pertambangan batuan, waiib
melaksanakan reklamasi dan pascatambans sesuai
dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan.

c.......
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37

38

Pasal 74
(l) .....;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
a. ....;
b. dipobolehkan dengan syarat meliputi:

l. ... .. . ..;
2.@

elem*H{€Hrihen* rl
?

4. dst...
c. ... ... ..;

(3) dst

Pasal 75
(t) ...;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap air tanah
sebagaimana dimaksud pad^ ayat (l) berupa
Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi:

a. ... ... .;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

I

2
3

6
Dst...
kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi, pertambangan mineral logam,
mineral een-legen+ dan pertambangan
batuan mnei dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. ..
(3)....;.
(4) dst...

Pasal 74
(l) ...;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa

sebagafunana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
a.
b. dipobolehkan dengan syarat meliputi

l. ........;
2 Pernanfaatan untuk wisata alam serta

Pemanfaatan Jenis Turnbuhan dan Satwa Liar
dilakukan sesuai denean ketentuan peraturan
oerundang-undangan;

J
4 dst

c
(3) dst...

Pasal 75
(l)...;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa
Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi:
a. ... ... .;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

I

2
J

6
Dst...
kegiatan pertambangan yang
digolongkan menjadi pertambangan
mineral logam, mineral bukan loeam dan
pertambangan batuan. wajib
melaksanakan reklamasi dan
pascatambang sesuai dengan ketentuan
peraturan oerundan q-undangan.

c.
(3)....;
(4) dst.

Pasal 74 ayat (2) huruf b angka
2 diubah.

Pasal 75 ayat (2) huruf b angka
6 disempumakan.
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39 Pasal 77
....;
Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi
Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a meliputi:
a. ...;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. ....;
7

1

4. ... .;
s

c. Dst.. .

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi
Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
meliputi:
4.....;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

(l)
(2)

(3)

I
2
J
4

c, dst
4. Dst

Pzsd 77
....;
Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi
Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) hurul
a meliputi:
a. ...;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. ....;
)

4. ... .;

6. kegiatan pertambangan vang digolongkan

(t)
(2)

meniadi pertambangan mineral loqam.
mineral bukan losam dan pertambangan
batuan. wajib melaksanakan reklamasi
dan pascatam sesuai densan
ketentuan oeraturan perundanq-undanqan.

c. Dst...
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi

Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
meliputi:
a. ... ,;
b. Diperbolehkan dengan syarat meliputi:

I
2

3

4
5 keeiatan Dertambanean vane digolonskan

meniadi Dertambanqan mineral losam.
mineral bukan logam dan Dertambanqan
batuan. rvaiib melaksanakan reklamasi dan
Dascatambang sesuai denean ketentuan

(4) Dst
peraturan perundanq-undangAn.

Pasal 77 ayat (2) huruf b
ditambahkan angka 6 baru dan
ayat (3) huruf b ditambahkan
angka 5 baru.
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Ketentuan urnum zonasi Kawasan Tanarnan Pan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a meliputi:
a. ......;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan perikanan dan peternakan skala
miko hingga kecil dengan tidak mengubah
fiutgsi Kawasar Tanaman Pangan;

z.@
@
efinrrefl.:'*gI.ixiaail,

3. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan
menjadi lahan budi daya non-pertanian
dengan syarat hanya untuk kepentingan
umum serla penanganan belcana yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang
diduga terdapat keunikan batuan dan fosil
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

edifi#efl.rrn6I.intdd.
5. kegiatan agrowisata tanpa rnengurangi luas

Kawasan Tanaman Pangan;

6. kegiatan perkebunan dan hortikultura
dengan tidak rrengubah status Kawasan
Tanaman Pangan;

7. pengembangan sistern jaringan prasarana

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

P-efi.re.i!:rlerrE*tlel{{ri dan

8. kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi. pertambangan mineral logam,
mineral nee*gm dan pertambangan

batuan sesuai dangan kaentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 78
( l)
(2)

40

Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a meliputi:
4......_.;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan perikanan dan peternalian skala milro
hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi
Kawasan Tanaman Pangan:

2. keeiatan industri kecil. industri menengah vane

oeraturan lrerundanc-undangan:
3. alih fiugsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi

lahan budi daya non-pertanian dengan syarat
hanya untuk kepentingan umum serta
penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai
dengan kaenruan peraturan perundanq-
undangan;

4. Pernanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga
terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Deraturan perundanq-
undanqan;

5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas
Kawasan Tanaman Pangan;

6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan
tidak mangubah status Kawasan Tanaman
Pangan;

7. pengembangan sistem jaringan prasarana
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pgraturan
oerundanp-undanssn: dan

8. kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi pertambangan mineral logam, mineral
bukan loeam dan pertambangan baruan. waiib
melaksanakan reklamasi dan oascatambane
sesuai densan ketontuan peraturan perundans-

Pasal 78

ketentuan
luas dan

Denccntaransi menimbulkantidak
lingkungan hidup van
industri I sesuai denqan

(l)
(2)

Pasal 78 ayat (2) huruf b, ayat (3)
dan ayat (4) diubah dan
disempurnakan
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c- tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ....i
b. diperbolehkan dengan syamt meliputi:

l. kegiatan budi daya pada lahan sawah
dilaksanakan sesuai e*er*olr--ftfidaeF
uadengonte.g*.rlel€r;

2. kegiatan perikanan dan petemakan skala mikro
hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi
Kawasan Hortikultura;

r.

4. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan
budi dsya non-pertanian dengan syarat hanya
unruk kepentingan umum serta penanganan

burcana yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan ptreh*s1/€n0rhl€lrt;

5. Pernanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga
terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan
sesuai dengan ketetrtuan pcr.fi ee!':/€*€+cl€h;

6. kegiatan agrowimta tanpa mengurangi luas
Kawasan Tanaman Pangan:

7. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan

dengan tidak mengubah status Kawasan
H ortikultura;

8. penganbangan sistem jaringan pr,rsarana

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fefirer
yant+dde;

9. kegiatan pertarnbatrgan yang digolongkan
rnenjadi, pertambangan mineral logam, mineral
n€r+.r dan pertambangan baruan ecrud

uraenggnryeng+c*ela*

c. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang
mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf b meliputi:
t. ... .;
b. diperbolebkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan budi daya pala lahan sawah
dilaksanakan s€suai dengan ketentuan peraturan
oerundang-undanean;

2, kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro
hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi
Kawasan Hortikultura;

linghunqan hidup yane badampak luas dan

peraturan perundan g-undangan :

4. alih frurgsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan
budi daya non-pertanian durgan syarat hanya
untuk kepentingan urnurn serta penanganan
bencana yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pqaturan perundang-turdanqan ;

5. Pernanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga
terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndanq-
undang.an:

6. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas
Kawasan Tanaman Pangan;

7. kegiatal tanarnan pangan dan perkebunan dengan
tidak mengubah status Kawasan Hortrkultura;

8. pengembangan sistem jaringan prasarana
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanean:

9. kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi pertarnbangan mineral logam, mineral
bukan logam dan penambangan batuan, wajib

tidak

ketentuan

ascatambang sesuaimelaksanakan reklamasi dan p

3 ind

industn a sesuai dens,an

pencenlalan
stri kecil

si menimbulkan
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c. ......;

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf c meliputi:
4.......;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan budi daya pada lahan sawah

dilaksanakan sesuai F€refi.r.+-+.iiidf,n€r
uEd*gsq/eis+rtle*x;

2. pengernbangan permukiman berkepadatan
rendah yang tidak menBganggu fungsi utama;

eCtcbrrieit
4. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya

pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
5.@;
6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata;
7r Cipcrbelshken br^rsrot kctiatail

@i
@
@
@
nigee+la*

8. kegiatan pertambangan yang digolongkan
murjadi. pertambangan mineral logam, mineral
non logam dan pertambangan batuan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

c. tidak diperbolehlan. meliputi:
1. .....;
2. Dst..

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan B
Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ......;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

Pasal 79
(l)
(2)

4t

c. ......;
(4) Ketentuan rnnum zonasi Kawasan Perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf c meliputi:
a. ... ....;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

L kegiatan budi daya pada lahan sawah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
oerundane-undangan;

2. pengernbangan permukiman berkepadatan rendah
yang ridak rnengganggu fungsi utama;

4. diperbolehkan terbatas kegiatan budi
pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
kegiatan pengembanean jaringan prasarana
Wilavah dilaksanakan sesuai den&an ketentuan
Deraturan perundan g-undanqan :

6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata;
dan

7. kegiatarr pertarnbangan yang digolongkan
menjadi pertarnban gan panas bumi, perlambangan
mineral logam, mineral bukan logam,
pertambangan batuan dan pertambangan migas.
wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. tidak diperbolehkan, meliputi:
l. .......1
2. Dst..

Pasal 79
(l) .;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Day

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. .....;
b. diperbolehkan durgan syarat meliputi:

5

digolonqkan

waiib
suat

daya

mineral
3. keeiatan bangan vans

meniadi banean mineral lo
bukan louan dan oenambanuar

Pasal 79 ayat (2) huruf b angka 2
dan angka 6 diubah dan
disernpumakan
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Derundang-undanqan:
3. ... dst
6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menj

penambangan mineral logam, mineral
los.am dan pertambangan batuan,

densan ketenluan oeraturan perundaxB-undangan.

Pasal 8l
Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 hurufe meliputi:

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi

peraturan perundan s-undangan ;

denqan ketentuan peraturan Derundanq-undangan.

lin hidu lu

(3)

I
2

., di

usti

4

5

un

c

a.

c. dst

n

sanakan reklamasi dan atamban

rkantoran
Ie

fun
an ukirn

iKa
ketensesuar

n1

alan mban
mineraltnl

dan rtam batuanlo
lt

3. ... dst
6. kegiatan pertambangan yang digolong

menjadi, pertambangan mineral logam, mi
n€r.4€E€n dan pertambangan batuar se

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Ind

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf
meliputi:
a. .......:
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. ....;
)

c. dst
(3 )

4

6. dst

dengan ketenhlan
ued€r€o.t efig*€rt€lrrr.

Pasal 8l huruf b angka 3 dan
angka 5 diubah.

2
l.
2.

I

c.

42.
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Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwi
sebagaimana dimaksud pada Pasal TT huruf f meliputi
a. ......;

ketentuan peraturan perundans-undanqan.

Pasal 83
(1) ....;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukim

Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l
huruf a meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang
Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan

I

2

.,

4
5

6 men
mt

I

?
3

4
5

6
?

dan
t'lt

n n.ketentuan raluran

atan

ke tan industri kecil

reklamasi dan

industri lTIenen

an tidak nsi menimbulkan m
hilin
ke nw n

mineral
batuan

ban

sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf f meliputi
a. .......;
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. ....;
)

4. ... ..;
s

6. .......;

Pasal 83

(l) .......;
(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukim

Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l
huruf a meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

penyediaan pemenuhan kebutuhan

Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan

I
2

J

4

5

6
7

Kawasan PariwrKetentuan umum
Pasal 82
zonasi

Pasal 82 huruf b angka 3 diubah
dan angka 6 disempurnakan.

Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3)
diubah dan disempurnakan

44

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

43.
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Perkotaan paling paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas Kawasan
Perkotaan, meliputi 20%(dua puluh
persen) Ruang terbuka hijau publik, dan
10% (sepuluh persen) Ruang tebuka
hijau privat pada pengembangan

Kawasan Budi Daya.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. kegiatan budi daya pada lahan sawah
dilaksanakan sesuai p€r.tt#ef,

@;
2. kegiatan yang bercampur dengan

kegiatan hunian yang berpotensi
menimbulkan gangguan lingkungan;

3. industri kecil-industri besar;
4. kegiatan pariwisata yang bersinergi

dengan Kawasan Permukiman; dan
5. kegiatan pertambangan yang

digolongkan menjadi, pertambangan
mineral logam, mineral ,€n-l€€dan
pertambangan batuan eeeueilengian

unaffigeriipfl€Hr*
c. tidak diperbolehkan pada Kawasan perun

permukiman perkotaan yaitu kelompok
hunian yang menimbulkan dampak negatif
lingkungan terutama kegiatan kegiatan yan

menimbulkan polusi lingkungan (polusi s

udara dan air) yang dapat menggan

berlangsungnya ke giatan hunian.
(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukim

Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l
huruf b meliputi:

paling paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari luas Kawasan Perkotaan,
meliputi 20%o(dua puluh persen) Ruang
terbuka hijau publik, dan l0% (sepuluh
persen) Ruang tebuka hijau privat pada
pengembangan Kawasan Budi Daya.

a. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. kegiatan budi daya pada lahan sawah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundans-undan gan;

2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan
hunian yang berpotensi menimbulkan
gangguan lingkungan;

undangan:
kegiatan pariwisata yang bersinergi
dengan Kawasan Permukiman; dan
kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi pertambangan mineral logam,
mineral bukan logam dan pertambangan
batuan, e#,reldts.ffiaei
,t-- --^- .^-L^-- ^^^..^i l^---^-

b. tidak diperbolehkan pada Kawasan
permukiman perkotaan yaitu kelompo
kegiatan hunian yang menimbulkan dam
negatif bagi lingkungan terutama kegiata
kegiatan yang menimbulkan polusi lingkun
(polusi suara, udara dan air) yang da
mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian

luas dan ind

., m
dak he

hi
sua

I

5
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(3) Ketentuan umuln zonasi Kawasan Permukiman

Perdesaan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf b
meliputi:
a. diperbolehlan meliputi:

l. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun
hunian bersama, dengan kepadatan rendah-
hingga sedang;

2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencanat
3. pengernbangan szrana diur prasarana Wilayah;

dan
4. penyediaan pernenuhan kebutuhan Ruang

Terbuka Hijau.
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

L kegiatan budi daya pada lahan sawah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan
hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan
lingkungan;

3. kegiatan pariwisata;
4. kegiatan industri kecil. industri menengah yang

tidak berpotensi menimbulkan oencemaran

oeraturan perundane-undanqan :

5. perkantoran swasta;
6. jasa yang menimbulkan gangguan lingkungan

dan polusi;
7. kegiatan peternakan; dan

menjadi pertambanean mineral logam. mineral
bukan loeam dan oertambangan batuarl waiib
melaksanakan reklamasi dan pascatambanq
sesuai denqan ketentuan peraturan perundang:
undanqan.

c. tidak dipobolehkan yaitu kelompok kegiatan huni
yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

industri ketentuan
luas danberdrunpali

8 onekanvanq disolkesiatan Pertambanean

linskun hiduo van
nnva sesuai densan

a. diperbolehkanmeliputr:
l. kegiatan hunian baik hunian tunggal

maupun hunian bersam4 dengan kepadatan
rendah-hingga sedang;

2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi
bencana; dan

3. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang
Terbuka Hijau.

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. kegiatan budi daya pada lahan sawah

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan
hunian yang berpotensi menimbulkan
gangguan lingkungan;

3. kegiatanpariwisata;
4. industri kecil-industri besar;
5. perkantoran swasta;
6. jasa yang menimbulkan gangguan

lingkungan dan polusi;
7. kegiatan paernakan; dan
8. kegiatan pertamb.angan yang digolongkan

menjadl. pertambangan mtneral logam.
mineral non logam dan pertambangan
batuan sesuai dengan ketentuan peraturam
perundang-undangan yang berlaku.

c. tidak diperbolehkan yaitu kelompok kegiatan
hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan.
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Pasal 84
Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan

Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

huruf h meliputi:
a. diperbolehkanmeliputi:

1 . ... .; dan
2. ......

b. diperbolehlian dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan

sesuai dengan li€t€iq{iraen+€fe{rrfelr-'srlg
b€rhftr.;

2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang
fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku; dan

4. kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi, pertambangan mineral logam, mineral
non logam dan pertambangan batuan oeffii,

unae*ge,if/ea€terl*la..
c. .....

Pasal 85

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi

penerbangan;
b. Kaentuan kiusus KP2B;
c. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
d. Ketentuan khusus Kawasan resapan air;
e. Ketentuan khusus Kawasan sernpadan;

f
lfuenen*; dan

g. Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan

batubara.

Pasal 84
Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan
Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf h meliputi:
a. diperbolehkanmeliputi:

l. ..; dan
2.......

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan

undanqan;
2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang

fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4. kegiatan pertambangan yang digolongkan
menjadi pertambangan mineral logam, mineral
bukan logam dan pertambangan batuan, wajib
melaksanakan reklamasi dan pasca

undangan.
c. ... .

Pasal 85
Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal62 pada aya! (2) hurufc meliputi:
a. Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi

penerbangan;
b. Ketentuan khusus KP2B;
c. Ketenfuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
d. Ketenruan khusus Kawasan resapan air;
e. Ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
f Ketentuan khusus Kawasan pertambangan rnineral dan

batubara.

perundanp-
tambans

sesuai dengan ketentuan peraturan perundanu-

sesuai den n ketentuan Deraturan

dan
76

45

46

uruf b angka I dan 4

Pasal 85 huruf f dihapus

Pasal 84 h

disempumakan

3
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. . .. ..; dan

erbolehkan dengan syarat meliputi

c. tidak diperbolehkan:
l. ... .; dan
2. .....

Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Ci
tEe.-tan ddsm ltte frdsn
d*Ser-ri4l€t-*litiai l:50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86
(t)

(2)

b

a. diperbolehlan meliputi
I
2
3

dip
I
2
3
4
5

47

a. diperbolehkan meliputi:
1. .....;
2' '"';dan
3. ....

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi
l. ... .;
)

4. ... .; dan
5. ....

c. tidak diperbolehkan:
l. .. ; dan
2. .....

(2) Ketentuan klusus Kawasan keselarnatan operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diqanrbarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
detail informasi skala l:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV yarg merupakan bagian tak
terpisahkan dari Perahtt an Daerah ini.

Pasal 87
(l) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
a. diperbolehkan, meliputi:

L pengembangan sarana dan prasarana
pendukung;

2. pengembangan pertanian tan.rman pangan
berkelanjutan dengan memperhatikan daya
dukung Kawasan;

3. kegiatan budi daya tanaman pangan
berkelanjutan;

4. aktivitas pendukung pertanian pangan
berkelanjutan;

Pasal 86
(l)

Pasal 86 ayat (2 ) disempurnakan.

diubah danPasal 87
disempumakan

Pasal 87
(l) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 huruf b meliputi:
a. diperbolehkan, meliputi:

l. pengembangan sarana dan prasarana

pendukung;
2. pengembangan pertanian tanaman pangan

berkelanjutan dengan memperhatikan daya
dukung Kawasan;

3. kegiatan budi daya tanaman pangan

berkelanjutan;
4. aktivitas pendukung pertanian pangan

berkelanjutan;

dan

48.
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s.@
ffi
be+leleffin;

6. kegiatan pariwisata berbasis p€rtanian
pangan berkelanjutan;

7. kegiatan pelestarian sumber daya air;
8 keeietea+€flt(4fle*drrdideye;
9. pengembangan teknik konservasi lahan

pertanian yang bersifat ramah
lingkungan dan berkelanjutan; dan

10@
@
@

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. pengembangan permukiman

berkepadatan rendah yang tidak
mengganggu fungsi utama;

2.@
@
te*elaeden*ute*re*tet; dan

3. diperbolehkan terbatas pengembangan

budi daya tanaman tahunan/perkebunan
dan kebun campuran/lading.

c. tidak diperbolehkan:

(2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan
Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian
I :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

I
2

J

dan

5. kegiatan pariwisata berbasis pertanian
pangan berkelanj utan;

6. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
7. pengembangan teknik konservasi lahan

pertanian yang bersifat ramah lingkungan
dan berkelanjutan.

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman berkepadatan

rendah yang tidak mengganggu fungsi
utama;

vans tidak betr)ollqrsi menimbulkan

berdampak luas dan industri lainnva untuli

dengan ketentuan peraturan perundang-
undanean;

3. diperbolehkan terbatas oeneembangan

4. diperbolehkan terbatas pengembangan
budi daya tanaman tahunan/perkebunan
dan kebun campuran/lading.

c. tidak diperbolehkan:
1. ...;
2....;dal:,
1

(2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian seometri dan detail informasi skala
I :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

nm hidu

2. kesiatan industri kecil . industri menensah

mendukune funssi Kawasan sesuai

t; danterbatas dan hutan rakva

olrrrnlrrnln

hutan oroduksi o. hutan oroduksi
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(l)

(2)

(3)

Pasal 88
Ketenfuan khusus Kawasan Rawan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c
meliputi:
a. Kawasan Rawan Bancana longsor;
b. Kawasan Rawan Bencana banjir;
c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan; dan

d. Kawasan Rawan Bencana kekeringan.
Ketsntuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor
sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf a meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

l. .....;
2. .....;dn
3. . .. ...

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. ... ..; dan
2. . ....

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. .....;
2. .....:
1

4. .....; dan

5. ......
Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bancana banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a. dipabolehkan meliputi:

l. .....;
2. .....; dan
3. ......

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. .....;
2. .....: dan
3. ......

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. .....: dan
2. ......

Pasal 88
(l) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c
rneliputi:
a. Kawasan Rawan Bencana longsor;
b. Kawasan Rawan Bencana banjir;
c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan;
d. Kawasan Rawan Bencana kekeringan; dan
e. Kawasan Rawan Multibencana.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

t. ;

2. ....1 dan

3. ....
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. .....; dan

2....
c. tidak diperbolehkan meliputi:

l. ....;
)

4. .....1 dan

5. ...
(3) K€tentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

l. . ....;
2 . ... dan
3 ......

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. .. . ..;

2. .....; dut
3. ......

c. tidak diperbolehkan meliputi
l. ....,; dan
7

(l), ayat (6) dan ayat
disernpurnalan

Pasal 88 ayat
(7) diubah dan

49.
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(4)

(s)

(6)

Ketgntuan khusus Kawasan Rawan Bencana
kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c meliputi:
a. diperbolehkan meliputi :

l. .. . ..:
2. . .. ..; dan
3. ......

b. diperbolehkan dengan syaral meliputi:
l. ... ..:
2. .. . ..; dan
3. ......

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. .....; dan
2. ......

Ketenfuan khusus Kawasan Rawan Bencana

kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf
d meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

t. ... .. r

2. .....; dan
3. ......

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. ... ..;
2. . .. ..: dan
3. ......

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. .....; dan
2. ......

Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) di tuangkan
dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan

tingkat ketelitian l:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan khusus Kawasen Rawan Bencana kebakaran hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

l. .....;
2. .....;dan
3. ......

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
t. .....;
2. .....; dan
3. ......

c. tidak diperbolehkan meliputi:
L .....; dan
2. ......

Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kekeringan
sebagaimana dimaksud pada ayar (l) huruf d meliputi;
a. diperbolehkan meliputi:

l . ... ..;
2. ... ..; dan
J. ... ...

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. .. . ..;
2. .....; dan
3. ......

c. tidak diperbolebkafl meliputi:
l. .....;dan
2. ......

sebagaimana dimaksud pada a),at ( I ) huruf e
merupalian Kawasan vane terdapat lebih dari satu ienis
bencana alam meliputi:
a. diperbolehkan meliputi :

mitieasi multibencana:
2. pengemburqan sistem jaringan evakuasi

multibencana: dan
3. kegiatan tanaman panqan. pariwisata alan.

pendiditan dan penelipan. serta

(6)

larlnqan Drasarana

oengembansan ihnu penqetahuan dan

Ketentuan khusus Ka Rawan Multibencana

l. membaneun sistem

(4\

(s)
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b. diperbolehkan dencan svarat meliputi:

pemasanean plmari reklame- oaoan oenluluhan.
papan perinqatan. dan rarnbu-rambu pengarnanan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

oerundans-undanqan:
2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian

tanaman oanqan dan oeternakan dilaksanakan
sesuai denqan ketentuan peraturan Derundang-
undangan: dan

3. pengembangan permukirnan
eksistinel dens.an pembatasan luas.

l. kes.iatan yane meningkatkar risiko multibencana:
dan

2. keeiatan yan& meneganegu funqsi Jalur Evakuasi
Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana
sebaqaimana dimaksud pada ayat (l) dieambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail
informasi skala l:50.000 sebacaimana tercantum dalarn
Lampiral XVI yane merupakan baBian tali temisahkan
dari Peraturan Daerah ini,

Pasal 89
Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 hurufd meliputi:

b......;
l. .....;
2. dstt

c. .....;.
Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) digambarkan dalam paa
densar ketelitian c.eometri dan detail informasi skala
l:50.000 sebagaimana tocantum dalam Lampiran XVII
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peranran
Daerah ini.

lehkan rneliputi

dan industri

c. tidak diperbo

(l)

(2)

Pasal 89
Ketentuan khusus Kawasar resapan air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 huruf d meliputi:
a. . .. ..,

b......1
l. .....;
2. dst;

c. .....;
Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana

dimaksud pada ayat ( t ) d;*g*etN dalam Peta

e*c*c-*htme Kabupaten dengan tingkat
ketelitian l:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVll yang merupakan bagian tak

sahkan dari Peraturan Daerah ini

(l)

(2)

Pasal 89 ayat (2) disempumakan.50
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52

Pasal 90
Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf e meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

l. .....;
2. .....;

3. dst...
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

L .....;
)
3. dst..

c. kegiatan yang tidal diperbolehkan, meliputi:
l. .....;
2. dst..

(2) Ketentuan khusus Kawasan sanpadan sebagaiman
dimaksud pada ayat (l) di tHangl€.r dalarn

@ dengan tirrgk
ketelitian l:50.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Xvlll yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

S...14+

h*u{+*Cieuti+

e€*ehfiifiidfi*€aln€i€ir13€n
;hr

@ite#
@

i

@itrr€i€

(l)
Pasal 90

Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf e berupa Sempadan
Sungai meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

I . ... ..;
2. .....
3. dst..

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:
l. ... ..;
)
3. dst..

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
l. . .. ..;
2. dst...

(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
llrl

I :50.000skaladetailketel itian seometri dan
dimaksud pada ayat (l) dal

(l)
90 ayat (2) disempumakan

Pasal 9l dihapus

Pasal
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Pasal 92
('l ) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan

mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 hurufg meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

Kawasan pertambangan mineral dan
batubara yang telah habis masa izinnya
wajib Sla*ultaa-+eh#t*m itelisasi

@
fte€iare*Jah; dan

4. .....:
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:

l. .....;

3. dst...,
c. tidak diperbolehkan meliputi:

l. .....;
)
3. Dst..

(2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan
mineral dan batubara sebagaimana dimaksud
padaayat(t)@

I :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

I
2
3

Pasal 92
(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral

dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 huruf f meliputi:
a. diperbolehkan meliputi:

Kawasan pe rtambangan mineral dan
batubara yang telah habis masa izinnya
wajib melaksanakan reklamasi dan

peraturan perundang-undangan sehingga

untuk kegiatan lain; dan
4. .....;

b. diperbolehkan dengan syarat meliputi
I . ... ..;
)
3. dst..

c. tidak diperbolehkan meliputi:
l. .....;
)
3. dst..

(2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )

sqemetri dan detail itfoqlasi skala l:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Perafuran
Daerah ini.

I

2
3

di

densan ketelitian

oascatambans

kembalidaoat

sesuai dengan ketentuan

dieambarkan dalarn

Pasal 92 ayat (l) huruf a angka 3
dan ayat (2) diubah dan
disempumakan.

53.
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Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a meliputi:
a. keringanan pajak;
b. retribusi; dan/atat
c. penerimaan neeara bukan pajak.

(4) dst.

Pasal 97
(l) . ;

(2)...;
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada a

(2) huruf a berupa pengenaan pajak
darYatau retribusi yang tinggi.

(4) dst..

Pasal 99
(l) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi
administratif

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dikenakan kepada setiap Orang yang
tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi
ruang.

Pasal 96
(1)
(2)
(3)

54

55

56

57

Pasal 96
(l) ...;
(2)..."
(3) Insentiffiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2

huruf a meliputi:
a. keringanan pajak;
b. retribusi; danlatzu
c. penerimaan bukan pajak.

(4) dst.

Pasal 97
(l) ;
(2) ..;
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada aya

(2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/ata
retribusi yang tinggi.

(4) dst.

Peset'98

@

@
Pasal 99

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6l ayar (2) huruf d dilakukan melalui
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang
yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang
telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan

fungsi Ruang.

Pasal 96 
^yat 

(3) huruf c
disempurnakan

Pasal9T ayat (3) disempurnakan.

Pasal 98 dihapus karena sudah
tercantum dalam Pasal 95 avat
(5) dan ayat (6)

Pasal 99 ayat (3) sampai dengan
ayat (8) diubah dan ditambahkan
4 (empat) ayat baru.
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@

@
i

p+e"e*+ua*r+e**uasq*

@ieu+*
@
Cenle*ea

ketentrrelr#ele*rffi
@

.^-L^l^- V ^.,,^^^- ^l^l t--rd.*

-^-'.--l^-^,--,1^--^- l:-"^r^l-..
PerrrP9r:r-w'.E

i€begei++hlF uf,t r
(8) @;ma*a

@

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai

sesuai kebutuhan.
Sanksi administratif sebasaimana dimaksud

dikenakan iusa keoada Ora

Ruans dalam RTRW Kabuoaten.
(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

avat (6) dapat lanssune dikenakan tanpa melalui
proses audit Tata Ruang.

funssi Ruans sebasaimana di

atan Pemanfaatan Ruans:

sanksi administratif dapat dikenakan

terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan

(3)

(6)

(8)

(e) memiliki

(ll)
avat (6)"

um

sebasaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan

J

t Tata Ruans. tim auditDa

dalam ilva )t ut1

maksud pada avat
(2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan

aval (6) meliouti:

ui

ketentuan dala m Kesesuaian Kesiatanll'l

menshalansi akses

Ilasil audit Tata Ruans sebasaimana dimaksud

telah ditetaDkan van{: meneakibatkan perubahan

( l0)

oerundane-undangan dinvatakan sebaqai milik

si

an tidak m 1an

Pemeriksaan perubahan funssi mang

melalui audit Tata Ruan oleh Pemerintah Daerah

nada aval ( rd tetankrn denqan ken nrlutusan b
am oelaksanaan au

Ruanu dalam RTRW Kabupaten sebasaimana
di dalammaksud
Pemanf'aata Ruans vans tidak
Kesesuaian Ke

Pemanfaatan Ruans vans tidak mematuhi

Selain oerbuatan s mana dimaksud nada

keoada setiao Orane

dan/atau

taan

erbuatan ti menaatr RTRW Kab

(4)

(5)

kabupaten.

Pemanfaatan Ruang.

dan ahli lai

a.



45

I 2 3 4 5

Pasal 100

I+@

grldCIn€*l'cle€+Grl€ft*

(l)
(2)
(3)

58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada aya
(3) hurufa dilakukan melalui tahapan:

a. penerbitan surat peringatan tertulis dari
pejabat yang berwenang, memuat:
l. rincian pelanggaran dalam Penataan

Ruang;
2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan

Pemanfaatan Ruang dengan RTRW
Kabupaten dan ketentuan teknis
Pemanfaatan Ruang; dan

3. tindakan pengenaan sanksi yang akan
diberikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. memberikan surat tertulis yang paling
banyak 3 (tiga) kali; dan

c. dalam hal surat peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
diabaikan, pejabat yang berwenang
melakukan tindakan berupa pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) huruf b sampai dengan huruf i sesuai
dengan kewenangannya.

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri
atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi
administrasi lainnya.

Pasal 100
(l)
(2)
(3)
(4)

Pasal I00, ayat (4) sampai
dengan ayat (7) diubah dan
ditambahkan ll (sebelas) ayar
baru berkenaan pelaksanaan
sanksi pada ayat (3)

(12) Perbuatan menghalansi akses sebasaimana
dimaksud pada ayat (9) daoat berupa oenutupan
akses secara sementara maupun Dermanen.
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(6) Denda administratif dapat berupa denda progresif
yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi
ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

(7) Benruk dan cara penghitungan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih
lanjut dalarn Peraturan Bupati.

(8) Panghortian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui
tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat

peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan terrulis diabaikan,

pejabat yang berwenang menerbitkan surat
keputusan penghentian sementara kegiatan
Pemanfaatan Ruang;

c. berdasarkan suat keputusan yang diterbi&an,
pejabat yang berwenang melakukan penghentian
sernentara kegiatan Punanfaatan Ruang secara
terpaksa; dan

d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan,
pejabat yang berwenang melakukan pengawasan
agu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
dihentikan tidak beroperasi kembali sampai
dengan terpenuhinya kewajiban untuk
menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang
dengan RTRW Kabupaten.

(9) Penghentian sementara pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan melalui tahapan :

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat
peringatan tertulis;

b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan,
pejabat yang berwenang menerbitkan surat
kcputusan penghentian sementara pelayanur
umum dengan memuat penjelasan dan rincian
pelayanan umurn yang akan dihentikan
sementara:
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c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan,

pejabat yang berwenang menyampaikan
perintah kepada penyedia jasa pelayanan runum
untuk menghentikan s€mentara pelayanan
kepada Orang yang melakukan pelanggaran;
dan

d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada
Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat
yang berwenang melakukan pengawasan untuk
memastikarr tidak terdapu pelayanan umum
kepada Orang yang melakukan pelanggaran
sarnpai dengan terpenuhinya kewajiban untuk
menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang
dangan RTRW Kabupaten.

Penutupen lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf e dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbi*an surat

peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan,

pejabal yang berwenang menerbitkan surat
keputusan penutupan lokasi;

c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan,
pejabar yang berwenang melakukan penutupan
lokasi dengan bantuan aparat penertiban unhrk
melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

d. setelah dilakukan perutupan lokasi, pejabat
yang berwenang melakukan pengawasan untuk
memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka
konbali sunpai dengan Orang yang melakukan
pelanggaran memenuhi kewajiban untuk
menyesuaikan kegiatan Pemanfatan Ruang
dengan RTRW Kabupaten.

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) huruf f
dilakukan dalam hal pelalcsanaan kegiatan
Pernanfaatan Ruang tidak sesuai dorgan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(10)

(l l)
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Pernbatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g
dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan
Pananfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur
yang benar.
Pernbongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat

peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan,

pejabat yang berwenang menerbitkan surat
keputusan pembonglaran burgunan; dan

c. berdasarkan suat keputusan yang diterbitkan,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undurgan.

Pernulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf i merupakan upaya untuk
merehabilitasi ruang agar dapat kernbali sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten yang dilakukan dengan ketentuan:
a. apabila terbukti adanya perubahan firngsi ruang

yang diakibatkan oleh Pernanfaatan Ruang yang
tidak sesuai dorgan RTRW Kabupaten;

b. Pemulihan Iimgsi ruang menjadi tanggung
jawab pihak yang melanggar; dan

c. Biaya porulihan fungsi ruang dapat berasal dari
denda admini stratil

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disertai dengan tanda
pemberitahuan pelanggaran Pgrnanfaatan Ruang.
Sanksi administratif sebagairnana dimaksud pada ayat
(l) dapat disertai dengan upaya paksa oleh
Pernsrintah Daerah Kabupaten-
Pergenaan sanksi administratif dapat dilakukan
melalui koordinasi dengan kanenterian/lernbaga
dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan

( l2)

(t3)

( r4)

(ls)

( l6)

(17)

kewenan
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59

6l

60

Pasal 102

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap Orang wajib
menaati RTR yang telah ditetapkan;

Pasal 109
(l)...;
(2) .. ;
(3) dst

t€n
;

uedetlga#

Pasal I l1
Setiap Orang yang melanggar kelentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 102 diancam pidana sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Penataan Ruang.

a
b
c
d ..,.....*"

(18) Tata cara pengena{rn sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 102
Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah
meliputi:

Pasal I I I
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 diancam pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

perundang-undangan.

nsk uan
dilaksanakan sesuai dencan ketentuan Deraturan

(7)

vane telahncana Tata Ruans Wilavahmenaat Rea.

b.
c.
d.

Penyelesaian se

ditetapkan:

'........;
" l dan

(l)...;
(2).;
(3) dst

Pasal 109 ayat (7) diubah

- Pasal 1l I terhadap ketentuan
pidana agar runusan ketentuan
pidana pada Pasal 102 harus
menyebutkan secara tegas
norma larangan atau norma
perintah yang dilanggar dan
menyebutkan pasal atau
beberapa pasal yang memuat
norma tersebut sesuai ketentuan
angka I 18 Lampiran II UU No.
l2 Tahun 20l l sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 13
Tahun2022

huruf aPasal 102
disempumakan.
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Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat
dilakukan lebih dari I (satu) kali dalam periode 5
(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan
strategis berupa:

perubahan batas Wilayah yang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

Pasal I 13
(t) .....;
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

maka:
a. oermohonan oemanfaatan

ketentuan Peraturan Daerah ini.
b. izin Pemanfaatan Ruang/l(esesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya,

c, izin Pemanfaatan Ruang/Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan
tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini berlaku ketentuan:

Pasal I 12

(4)

1

2
)

ruang vang masih
dalam oroses dilaksanakan sesuai densan

(t)
(2)
(3)

a.
b.

62

63

perubahan batas deereJ* yang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
maka:
a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai

dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah

dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku
ketentuan:

1. ..........;
)
3. dst..

Pasal I 12

(4)

Pasal I l3

d.

(l)
(2)
(3)

(l)
(2)

a.
b.
c.

Pasal 112 ayat (3)
disempurnakan sesuai ketentuan
Pasal 26 UU No. 26 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah
dengan Perpu No. 2 T ahun 2022.

Pasal I l3 ayat (2)
disempurnakan
mempe{elas status
yang sedang dalam
penerbitan.

huruf a
untuk

perizinan
proses

d.

i"iiiniuu* kembali RTRW Kabupaten dapat
dilakukan lebih dari I (satu) kali dalam periode
5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa:
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65

[-ain-lain

Pasal 1 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor I I
Tahun 20ll tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 20ll Nomor
I I ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap Orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Pasal 1 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
(l) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

ll Tahun 20ll tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 201 l-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
20ll Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor l4l );

(2) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor I Tahun
2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor l,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 160).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal I l4 diubah dengan:
a. mencantumkan frase

pencabutan Perda Kabupaten
Way Kanan No. I I Tahun
201 I tentang RTRW;

b. mencantumkan frase
pencabutan ketentuan Pasal 8

ayat (2) Perda Kabupaten Way
Kanan No. I Tahun 2017
tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Tambahkan Pasal baru yaitu Pasal
ll5 yang mengatur tentang saat

mulai berlakunya perda ini.

Pasal I 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
diundangkan.
Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memeri
pengundangan Peraturan Daerah ini den
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa
Way Kanan.

Jumlah lampiran yang dicantumkan disesuaikan dengan amanat dalam batang tubuh dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor
I 2 Tahun 201 I se mana telah diubah bebera r terakhir de Undan -Undan Nornor'13 Tahun 2O22

GTIBERNUR LAMP[ING,

ARINAL DJTiNAIDI

64.

66.


